
BUPATI TULANG BAWANG
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG

NOMOR 0^ TAHUN 2020

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015,
Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (DPRD) dengan dilampiri laporan keuangan
yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling
lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;

b. bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud
pada huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang
Tahun Anggaran 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi
dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak
Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3569);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan
Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten
Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3667);



3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4301);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4400);

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);



12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4028);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5155);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan
Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor
1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan
Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057);



21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6178);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 56 tentang Sistem Informasi
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5155);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

24. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian
Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 465);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual Pada
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 1425);

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547)

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701);



30. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 06
Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2019
(Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2018
Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang
Bawang Nomor 06) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 02
Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran
2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun
2019 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Tulang Bawang Nomor 02).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG

dan
BUPATI TULANG BAWANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah berupa Laporan Keuangan memuat :
a. Laporan Realisasi Anggaran;
b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
c. Laporan Operasional;
d. Laporan Perubahan Ekuitas;
e. Neraca;
f. Laporan Arus Kas; dan
g. Catatan atas Laporan Keuangan.

(2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilampiri dengan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha
Milik Daerah/Perusahaan Daerah dan Ikhtisar Laporan
Keuangan Kampung.

Pasal 2
Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut :
a. Pendapatan Rp. 1.188.271.650.880,93
b. Belanja Rp.fl.190.187.623.366.46)

Defisit Rp. (1.915.972.485,53)

c. Pembiayaan
- Penerimaan Rp. 81.552.252.148,96- Pengeluaran Rp. 1.500.000.000,00
Surplus Rp. 80.052.252.148,96
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Rp. 78.136.279.663,43



Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 sebagai berikut :

a. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pendapatan sejumlah
Rp.97.480.341.961,071 dengan rincian sebagai berikut :
1. Anggaran Pendapatan

Rp.1.285.751.992.842,00
Rp,1.188.271.650.880.93
Rp. 97.480.341.961,07

2. Realisasi
Selisih Lebih

b. Selisih Anggaran dengan Realisasi Belanja sejumlah
Rp. 173.616.621.624,54 dengan rincian sebagai berikut :
1. Anggaran Belanja

Rp.1.363.804.244.991,00
Rp.1.190.187.623.366.46
Rp. 173.616.621.624,54

2. Realisasi
Selisih Lebih

c. Selisih Anggaran dengan Realisasi Surplus/Defisit sejumlah
Rp.(76.136.279.663,47) dengan rincian sebagai berikut :
1. Anggaran Surplus/Defisit

Rp. (78.052.252.149,00)
Rp. (1.915.972.485.53)
Rp. (76.136.279.663,47)

2. Realisasi
Selisih Kurang

d. Selisih Anggaran dengan Realisasi Penerimaan Pembiayaan
sejumlah Rp.0,04 dengan rincian sebagai berikut :
1. Anggaran Penerimaan Pembiayaan

Rp. 81.552.252.149,00
Rp. 81.552.252.148.962. Realisasi

Selisih Lebih 0,04Rp.

e. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan
sejumlah Rp.2.000.000.000,00 dengan rincian sebagai
berikut:
1. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan

3.500.000.000,00
1.500.000.000,00

Rp-
Rp.2. Realisasi

Selisih Lebih Rp. 2.000.000.000,00

f. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pembiayaan Netto sejumlah
Rp.(1.999.999.999,96) dengan rincian sebagai berikut :
1. Anggaran Pembiayaan Netto

Rp. 78.052.252.149,00
Rp. 80.052.252.148.96
Rp. (1.999.999.999,96)

2. Realisasi
Selisih Kurang

Pasal 4
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b untuk tahun yang



berakhir sampai dengan 31 Desember
berikut :
a. Saldo Anggaran Lebih Awal
b. Penggunaan SAL
c. SILPA
d. Saldo Anggaran Lebih Akhir

Tahun 2019 sebagai

Rp. 81.552.252.148,96
Rp. 81.552.252.148,96
Rp. 78.136.279.663,43
Rp. 78.136.279.663,43

Pasal 5
Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat
(1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31
Desember Tahun 2019 sebagai berikut :
a. Pendapatan Rp. 1.188.056.246.160,20
b. Beban Rp.(1.235.554.651.878,30)
c. Surplus/Defisit dari Kegiatan

Operasional
Rp. (47.498.405.718,00

d. Surplus/Defisit dari Kegiatan
Non Operasional

Rp. 0,00

e. Pos Luar Biasa Rp- (265.035.000,00)
f. Surplus/Defisit- LO Rp. (47.763.440.718,10)

Pasal 6
Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal
1 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31
Desember Tahun 2019 sebagai berikut :

a. Ekuitas Awal
b. Surplus/Defisit LO
c. Dampak Kumulatif Perubahan

Kebijakan/Kesalahan Mendasar
d. Ekuitas Akhir

Rp. 2.126.392.640.227,19
Rp. (47.763.440.718,10)
Rp. 1.356.450.888,09

Rp. 2.079.985.650.397,18

Pasal 7

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c
untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun
2019 sebagai berikut :
a. Jumlah Aset
b. Jumlah Kewajiban
c. Jumlah Ekuitas

Rp. 2.100.160.708.768,25
Rp. (20.175.058.371,07)
Rp.(2.079.985.650.397,18)

Pasal 8

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1)
huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember
Tahun 2019 sebagai berikut :
a. Saldo Kas Awal
b. per 01 Januari 2019 Rp. 79.432.006.002,22
c. Arus Kas dari Aktivitas Operasi Rp. 119.038.209.450,93
d. Arus Kas dari Aktivitas Investasi Rp. (125.039.246.889,00)

Non Keuangan
e. Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan Rp. (0,00)



f. Arus Kas dari Aktivitas
Non Anggaran

g. Saldo Kas Akhir
per 31 Desember 2019

Pasal 9

Rp. 914.971.379,65

Rp. 79.175.363.775,08

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2019 memuat informasi
baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan
keuangan.

Pasal 10
Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :
a. Lampiran I

Lampiran 1.1

Lampiran 1.2

Lampiran 1.3

Lampiran 1.4

b. Lampiran II
c. Lampiran III
d. Lampiran IV
e. Lampiran V
f. Lampiran VI
g. Lampiran VII
h. Lampiran VIII
i. Lampiran IX

j. Lampiran X

k. Lampiran XI

1. Lampiran XII

m. Lampiran XIII
n. Lampiran XIV

o. Lampiran XV

p. Lampiran XVI
q. Lampiran XVII
r. Lampiran XVIII

: Laporan Realisasi Anggaran;
: Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran

menurut urusan Pemerintah Daerah dan
organisasi;

: Rincian Laporan Realisasi Anggaran
menurut urusan Pemerintah Daerah,
organisasi, pendapatan, belanja, dan
pembiayaan;

: Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja
Daerah menurut urusan Pemerintah
Daerah, organisasi, program dan kegiatan;

: Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja
Daerah untuk keselarasan dan
keterpaduan urusan pemerintahan daerah
dan fungsi dalam kerangka pengelolaan
keuangan negara;

: Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
: Laporan Operasional;
: Laporan Perubahan Ekuitas;
: Neraca;
: Laporan Arus Kas;
: Catatan atas Laporan Keuangan;
: Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
: Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang

Tidak Tertagih;
: Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan

Penyisihan Dana Bergulir;
: Daftar Penyertaan Modal (Investasi)

Daerah;
: Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan

dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
: Daftar Rekapitulasi Aset Tetap Daerah;
: Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam

Pengeijaan;
: Daftar Realisasi Penambahan dan

Pengurangan Aset Lainnya;
: Daftar Dana Cadangan Daerah;
: Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
: Daftar Kewajiban Jangka Panjang;



s. Lampiran XIX : Daftar Kegiatan-Kegiatan Yang Belum
Diselesaikan Sampai Akhir Tahun dan
Dianggarkan Kembali Dalam Tahun
Anggaran Berikutnya.

Pasal 11

Lampiran Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 ayat (2) terdiri dari :
a. Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik

Daerah/Perusahaan Daerah tercantum dalam Lampiran XX
peraturan daerah ini;

b. Ikhtisar Laporan Keuangan Kampung tercantum dalam
Lampiran XXI peraturan daerah ini.

Pasal 12

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

Diundangkan di Menggala
pada tanggal Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG,

ANTHONI

WINARTI

Ditetapkan di Men
pada tanggal
BUPATI TULANG B

ala
gustus 2020

G,

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2020 NOMOR
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG PROVINSI
LAMPUNG NOMOR : o3- /|ü(6/TB/ S-ö^O


